SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

Mengingat :

1.

2.

pemerintahan yang efektif dan efisien, yang merupakan
bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu
dilakukan penyederhanaan birokrasi;

bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan
jabatan serta penyusunan sistem Kkerja, agar lebih
meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang
berkualitas;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum saat ini, sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);



Menetapkan : P

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

ERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

N o

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Bupati adalah Bupati Buleleng.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Dinas adalah Dinas Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol
PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.



12.

13.

14.

15.

(1)

(2)

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan
fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliannya.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
Pejabat adalah Pejabat struktural pada Dinas Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
PENETAPAN DINAS DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan

Satpol PP.

Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A;

b. Dinas Kebudayaan Tipe B;

c. Dinas Kesehatan Tipe A;

d. Dinas Tenaga Kerja Tipe B;

e. Dinas Pariwisata Tipe A;

f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B;

g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tipe B;

h. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Tipe A;

Dinas Pertanian Tipe A;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;

k. Dinas Perhubungan Tipe B;

l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

—. .

A;

n. Dinas Sosial Tipe B;

o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;

p. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;

q. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A;

r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

s. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B; dan

u. Satpol PP Tipe A.

-+

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe



BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekda.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4
(1) Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Dinas dan Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi Dinas dan Satuan Polisi Pamong
Praja sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;
c. sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;
d. bidang pembinaan sekolah dasar, membawabhi:
1. seksi kurikulum dan peserta didik; dan
2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;



e. bidang pembinaan sekolah menengah pertama,
membawahi:

1. seksi kurikulum dan peserta didik; dan

2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

f. bidang pembinaan pendidikan anak wusia dini dan
pendidikan nonformal membawahi:

1. seksi kurikulum dan peserta didik; dan

2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

g. bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan,
membawahi:

1. seksi kesejahteraan, penghargaan, perlindungan dan
pengembangan sumber daya manusia guru dan tenaga
kependidikan; dan

2.seksi guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan dasar;

h. bidang pemuda dan olahraga;
i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 6
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Dinas Kebudayaan

Pasal 7
(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:
. Kepala Dinas;

. sekretaris;

sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;

. bidang adat dan tradisi;

bidang kesenian;

bidang sejarah dan cagar budaya;

UPTD; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.
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Pasal 8
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Pasal 9
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;
c. sekretariat, membawahi:
1. subbagian umum; dan
2. subbagian keuangan;
d. bidang kesehatan masyarakat;



e. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
f. bidang pelayanan kesehatan;

g. bidang sumber daya kesehatan;

h. UPTD; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 10
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 11
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;
sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;
. bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi,
membawahi seksi transmigrasi;
f. bidang data dan informasi hubungan industrial;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
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(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(S) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 12
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Pariwisata

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

. Kepala Dinas;

. sekretaris;

sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;

. bidang destinasi pariwisata;

bidang sumber daya pariwisata;

bidang pemasaran pariwisata;

. bidang industri pariwisata;

.UPTD; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.
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(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 14
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 15
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. sekretaris;

c. sekretariat, membawahi:
l.subbagian umum; dan
2.subbagian keuangan;

d. bidang sumber daya air;

e. bidang bina marga;

f. bidang cipta karya;

g. bidang penataan bangunan;

h. bidang tata ruang dan bina konstruksi;

i. UPTD; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari jenis Jabatan



Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 16
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan terdiri dari:

Kepala Dinas;

sekretaris;

sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan,;

bidang perumahan,

bidang kawasan permukiman;

bidang pertanahan;

UPTD; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.
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Pasal 18
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. sekretaris;

c. sekretariat, membawahi:

1. subbagian umum; dan
2. subbagian keuangan;

. bidang pengembangan perdagangan;

bidang sarana dan tertib niaga perdagangan;

bidang perindustrian;

bidang koperasi;

. bidang pemberdayaan usaha mikro;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan ketrampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.
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Pasal 20
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian

Pasal 21
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

. Kepala Dinas;

. sekretaris;

sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;

. bidang prasarana dan sarana;

bidang tanaman pangan;

bidang hortikultura;

. bidang perkebunan;

. bidang peternakan dan kesehatan hewan;

bidang penyuluhan;

j. UPTD; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.
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Pasal 22
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;



sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;

. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

bidang distribusi dan cadangan pangan;

bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan;

g. bidang pemberdayaan masyarakat perikanan;

h. bidang produksi perikanan;
i.
j-
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UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 24
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan

Pasal 25
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;
c. sekretariat, membawahi:
1. subbagian umum; dan
2. subbagian keuangan;
d. bidang lalu lintas, membawabhi:
1. seksi bimbingan dan pengendalian operasional; dan
2. seksi perlengkapan jalan;
e. bidang prasarana transportasi dan parkir, membawahi:



1. seksi prasarana transportasi; dan
2. seksi parkir;
f. bidang pengujian kendaraan bermotor dan angkutan jalan,
membawahi:
1.seksi pengujian kendaraan bermotor dan akreditasi
sarana pengujian; dan
2. seksi angkutan jalan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 26
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;
c. sekretariat, membawahi:

1. subbagian umum; dan

2. subbagian keuangan;



d. bidang pelayanan pendaftaran penduduk;

e. bidang pelayanan pencatatan sipil;

f. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
g. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

h. UPTD; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 28
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pasal 29
(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik terdiri dari:

. Kepala Dinas;

. sekretaris;

sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;

. bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;

bidang pengelolaan komunikasi publik;

bidang infrastruktur dan layanan sistem pemerintahan

berbasis elektronik;

g. bidang tata kelola dan sumber daya manusia sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

h. bidang persandian dan statistik, membawahi seksi statistik
data sektoral;
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i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 30
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Sosial

Pasal 31
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;
c. sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;
d. bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
e. bidang perlindungan jaminan sosial;
f. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.



(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 32
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Sosial sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. sekretaris;

c. sekretariat, membawahi:
1. subbagian umum; dan
2. subbagian keuangan;

d. bidang pemerintah desa;

bidang penataan dan kerja sama desa;

f. bidang lembaga kemasyarakatan desa, adat dan usaha
ekonomi masyarakat;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.
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(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 34
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 35
(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. sekretaris;

c. sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;

d. bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan;

bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan
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keluarga;
f. bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
g. bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksannaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.



(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 36
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 37
(1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

. sekretaris;

sekretariat, membawahi subbagian umum dan keuangan;

. bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan
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perpustakaan;

bidang pengembangan perpustakaan dan budaya baca;

bidang pembinaan, pengelolaan dan pengawasan arsip;

. UPTD; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugaasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.
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Pasal 38
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. sekretaris;

c. sekretariat, yang membawahi subbagian umum dan
keuangan;

d. UPTD; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(4) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 40
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 41
(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;



c. sekretariat, membawahi:
1. subbagian umum; dan
2. subbagian keuangan;

d. bidang tata lingkungan;

e. bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya
dan beracun;

f. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup;

g. bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan
hidup;

h. UPTD; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 42
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 43
(1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. sekretaris;
c. sekretariat, membawahi:

1. subbagian umum; dan

2. subbagian keuangan;



d. bidang pencegahan, membawabhi:
1. seksi pencegahan dan inspeksi; dan
2. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
e. bidang pemadaman dan penyelamatan membawabhi:
1. seksi pemadaman dan investigasi; dan
2. seksi penyelamatan dan evakuasi;
f. bidang sarana prasarana, membawabhi:
1. seksi pengadaan sarana prasarana; dan
2. seksi informasi dan pengolah data.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 44
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh satu
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 45
(1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. sekretaris;
c. sekretariat, membawahi:
1. subbagian umum,;
2. subbagian keuangan; dan



3. subbagian perencanaan;
d. bidang penegakan perundang-undangan daerah,
membawahi:
1. seksi pembinaan dan pengawasan; dan
2. seksi penyelidikan dan penyidikan;
e. bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
membawahi:
1. seksi operasi dan pengendalian; dan
2. seksi kerja sama, keamanan dan ketertiban,;
f. bidang sumber daya aparatur, membawahi:
1. seksi pelatihan dasar; dan
2. seksi teknis fungsional,
g. bidang perlindungan masyarakat, membawahi:
1. seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
2. seksi bina potensi masyarakat;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satpol PP.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang, dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satpol PP melalui sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, dalam
pelaksanaan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala, dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Satpol PP.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari jenis Jabatan
Fungsional keahlian dan keterampilan serta kelompok jabatan
pelaksana, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab sesuai dengan jenjang dan kedudukannya,
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 46
Bagan struktur, susunan organisasi, rincian uraian tugas dan

fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 47
Pada Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dibentuk
UPTD, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Pembetukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan Daerah
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 48
Pejabat dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pejabat dan Jabatan Fungsional, mengawasi bawahannya
dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil
langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pejabat Dinas dan Satpol PP bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
Pejabat dan Jabatan Fungsional mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta
menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, diolah oleh
atasan dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut.
Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugas pejabat Dinas dan pejabat
Satpol PP serta Jabatan Fungsional, mengadakan rapat
berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan.
Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Dinas dan pejabat
Satpol PP, serta unit kerja dibawahnya, menyelenggarakan
koordinasi dengan Unit Kerja terkait sesuai dengan
kebutuhan.
Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP dapat diwakilkan pejabat
satu tingkat dibawahnya.



BAB VIII
JABATAN

Pasal 49
Jabatan pada Dinas dan Satpol PP terdiri dari:
a. Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP merupakan jabatan eselon
II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
b. sekretaris merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan

administrator;

c. kepala bidang merupakan jabatan eselon IIl.b atau jabatan
administrator;

d. kepala subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan
pengawas;

e. kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan
pengawas; dan

f. kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan
pengawas.

Pasal 50

(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(4) Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina
masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(5) Pembinaan administratif dan teknis Jabatan Fungsional,
diselenggarakan Instansi Pembina masing-masing
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 51
Pejabat, Jabatan Fungsional dan pegawai Dinas serta pegawai
Satpol PP, diisi oleh pegawai ASN yang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 52
Segala pembiayaan untuk kegiatan Dinas dan Satpol PP,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Jabatan dan Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati
ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Januari 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum. -~

X

Made Bayu ‘aringin, S.H.. M.H.
NIP. 19810716 200803 1 001

NOMOR
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B. RINCIAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA

TUGAS:
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Pariwisata.

FUNGSI:
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang Pariwisata,;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi di bidang Pariwisata; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

a.

menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan
operasional Dinas Pariwisata, berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan destinasi
pariwisata;

merumuskan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan Pemasaran
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

merumuskan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan
organisasi, tata laksana dan kepegawaian Dinas Pariwisata
serta UPTD;

mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan administrasi
umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan keuangan,

kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian,
penatausahaan barang milik daerah/pemerintah, urusan surat
menyurat, ketatalaksanaan, perlengkapan, kehumasan,

keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan Dinas
Pariwisata;

mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana
Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),



u.

dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Dinas
Pariwisata;

mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB),
pembangunan Zona Integritas (ZI), Sistem Informasi Pelayanan
Publik (SIPP), Pengelolaan Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi,
Pengendalian Benturan Kepentingan, dan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pariwisata;
mengkoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis pada
lingkup Dinas Pariwisata;

merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar
Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pariwisata;
merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis
Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas
Pariwisata;

menyelenggarakan verifikasi, analisis, evaluasi, pengolahan
data dan sistem informasi pada Dinas Pariwisata;
melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga
terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan
verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan
Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pariwisata;
mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan
akuntansi dan pelaporan keuangan pada Dinas Pariwisata;
mengkoordinasikan penyiapan bahan, penyusunan serta
pelaksanaan  pencatatan  pembukuan, verifikasi serta
perbendaharaan pada Dinas Pariwisata;

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIS
Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

a.

menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan
program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan,;
mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan
organisasi, tata laksana dan kepegawaian Dinas Pariwisata
serta UPTD;

mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan administrasi
umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan keuangan,
kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian,
penatausahaan barang milik daerah/pemerintah, urusan surat
menyurat, Lketatalaksanaan, perlengkapan, kehumasan,



P.

g.

keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan Dinas
Pariwisata;

mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana
Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK);

mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB),
pembangunan Zona Integritas (ZI), Sistem Informasi Pelayanan
Publik (SIPP), Pengelolaan Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi,
Pengendalian Benturan Kepentingan, dan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pariwisata;
mengkoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis pada
lingkup Dinas Pariwisata;

merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar
Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pariwisata,;
merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis
Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas
Pariwisata;

menyelenggarakan verifikasi, analisis, evaluasi, pengolahan
data dan sistem informasi pada Dinas Pariwisata;
mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan
verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan
Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pariwisata;

. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan

akuntansi dan pelaporan keuangan pada Dinas Pariwisata;
mengkoordinasikan penyiapan bahan, penyusunan serta
pelaksanaan  pencatatan  pembukuan, verifikasi serta
perbendaharaan pada Dinas Pariwisata;

mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/
semesteran/akhir tahun serta melaporkan keadaan kas kepada
atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan/keadaan Dinas Pariwisata;

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1 SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

a.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Keuangan,
berdasarkan data, program Sekretariat sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



d. memberikan pelayanan administrasi meliputi pengelolaan
keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian,
penatausahaan barang milik daerah/pemerintah, urusan surat

menyurat, Lketatalaksanaan, perlengkapan, kehumasan,
keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan Dinas
Pariwisata;

e. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan
Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pariwisata;

f. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan
pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen
keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM);

h. melaksankan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan
keuangan Dinas;

i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan
pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;

j.- membuat laporan keuangan Dinas serta melaporkan keadaan
kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan/keadaan,;

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
atasan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BIDANG DESTINASI PARIWISATA

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata
berdasarkan data dan program Dinas Pariwisata sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengelolaan
Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik
Wisata dan Pengembangan Wisata Minat Khusus;

e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan
Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik
Wisata dan Pengembangan Wisata Minat Khusus;

f. memfasilitasi dan  melaksanakan  koordinasi kegiatan
Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik
Wisata dan Pengembangan Wisata Minat Khusus;

g. memfasilitasi pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana
dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata,;

h. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola
Destinasi Pariwisata;

i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
atasan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



4. BIDANG SUMBER DAYA PARIWISATA
Bidang Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Pariwisata
berdasarkan data dan program Dinas Pariwisata sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

g.

h.

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
bimbingan/penyuluhan pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pengembangan dan peningkatan sumber daya pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;

memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
kelembagaan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya
pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

a.

g.

h.

menyusun rencana kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata
berdasarkan data dan program Dinas Pariwisata sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
mengkoordinasikan pengolahan data untuk pengembangan
pasar pariwisata dan ekonomi kreatif;

merencanakan dan menyusun strategi pelayanan informasi dan
pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

melakukan survei pasar wisata dan koordinasi dengan institusi
terkait dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan;

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :

a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Industri
Pariwisata berdasarkan data dan program Dinas Pariwisata
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
memfasilitasi dan  mengkordinasikan  pendataan  dan
pengelolaan data wusaha industri pariwisata, dan ekonomi
kreatif;



memfasilitasi dan mengkordinasikan pembinaan Tata Kelola
Usaha industri Pariwisata dan ekonomi kreatif;

memfasilitasi pelaksanaan Pendaftaran Usaha Industri
Pariwisata;

memfasilitasi dan mengkordinasikan Pengembangan Ekonomi
Kreatif;

memfasilitasi dan mengkordinasikan monitoring dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan usaha industri
pariwisata dan ekonomi kreatif;

memfasilitasi dan mengkordinasikan pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan penerapan standar usaha industri pariwisata;

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

PENJABAT BUPATI BULELENG,
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